Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Hak guna bangunan sebagai harta kekayaan suatu persekutuan
komanditer (commanditaire vennootschap): analisis surat edaran
menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor
2/SE-HT.02.01/V1/2019 = Building rights as a property of a
commanditaire partnership: analysis of the circular from minister of
agrarian affairs and spatial planning/head of national land agency
number 2/SE-HT.02.01/V1/2019

|. Topan Budi Pratomo, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20502182& lokasi=lokal

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang
bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu selama 30 tahun dan dapat

diperpanjang selama 20 tahun, dengan subjek yang dapat mempunyai HGB menurut ketentuan dalam UUPA
adalah Warga Negara | ndonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/K epala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2/SEHT. 02.01/V1/2019 mengatur tentang pemberian HGB kepada Persekutuan
Komanditer.

Permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut
dalam hukum tanah nasional Indonesia, khususnya pada penerapan Pasal

36 UUPA serta pemberian HGB sebagai Harta Kekayaan Suatu Persekutuan Komanditer sebagai
implementasi Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut. Metode penelitian tesisini adalah yuridis
normatif, dengan bentuk penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat
Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 UUPA, karena HGB
didaftarkan atas nama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer. Lebih lanjut, konstruksi hukum harta
kekayaan persekutuan komanditer berupa HGB adalah menjadi harta kekayaan secara kolektif dari para
sekutu dalam persekutuan komanditer untuk HGB yang diperoleh melalui permohonan berdasarkan Surat
Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut,

ataupun tetap menjadi harta pribadi sekutu yang memegang HGB tersebut dan melakukan inbreng hanya
pada hak untuk menggunakan dan menikmati atas hak guna bangunan dalam kegiatan usaha persekutuan
komanditer tersebut

<hr>

Building Rightsis atitle to build and operate buildings that stand on other peoples landfor 30 years and
might be extended for another 20 years, with the subject of thetitle for Indonesian Citizens and Indonesian
Legal Entity due to the land regulations of Indonesia. The Circular From Minister of Agrarian Affairsand
Spatial Planning/Head of National Land Agency Number 2/SE-HT.02.01/V1/2019 regul ates that
commanditaire partnership

might get the Building Rightstitle. The issuesto be discussed are the implementation of The Circular
Number 2/SE-HT.02.01/V1/2019 2019 concerning the application of article 36 of Indonesian Agrarian Law
and granting Building Rights as a joint property of partnersin commanditaire partnership as an
implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/V1/2019. The research method of thisthesisis
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judicial normative, with

descriptive-analytical asthe form of this research. Based on the results of the analysis, its known that the
Circular Number 2/SE-HT.02.01/V1/2019 does not contradict with Article 36 of the Indonesian Agrarian
Law since Building Rights was registered in the names of partnersin the commanditaire partnership.
Furthermore, the legal construction of commanditaire partnership assets in the form of Building Rightsisto
become the collective assets of the partners in the commanditaire partnership for Building Rights that
obtained through an application based on the Circular Number 2/SE-HT.02.01/V1/2019 or to remain as
personal property of the partner that own the Building Rights, that only gave the rights to utilize the
Building Rights in business activities of the commanditaire partnership.



